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PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BPRS ARTHA SURYA BAROKAH
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Mengenai
SEWA RUANG UNTUK KANTOR KAS
No. ASB : 005/ASB/KJSM/X1/2016
No. UNIMUS : 635/UNIMUS/KS/2016

Yang bertandatangan dibawah ini :

Retno Dewi Hariyani, SE., Direktur Utama PT BPR Syariah Artha Surya
Barokah. Bertindak berdasar Surat Keputusan Komisaris PT. BPRS Artha Surya
Barokah No. 003/KEP.KOM-ASB/I11/2014 tanggal 22 Maret 2014 untuk dan atas
nama PT BPRS Artha Surya Barokah untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Prof. Dr. H. Masrukhi, M. Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Semarang (UNIMUS) bertindak berdasar Surat Keputusan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah No. 108/KEP/1.0/D/2015 tanggal 1 Juli 2015 untuk dan atas
nama Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS). Untuk selanjutnya
disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak dalam kedudukannya masing — masing tersebut di atas terlebih dahulu
menerangkan sebagai berikut :
1) Bahwa Pihak Pertama bermaksud menyewa ruang milik Pihak Kedua yang terletak di

2)

3)

dalam gedung rektorat Universitas Muhammadiyah Semarang untuk penempatan
Kantor Kas PT BPRS Artha Surya Barokah.

Bahwa Pihak Kedua bersedia menyewakan ruang miliknya tersebu tkepada Pihak
Pertama untuk keperluan penempatan kantor kas.

Maka berdasarkan hal — hal tersebut di atas, para pihak masing — masing dalam
kedudukannya tersebut telah setuju dan semufakat untuk mengadakan perjanjian
kerjasama tentang penempatan Kantor Kas PT BPRS Artha Surya Barokah di dalam
gedung rektorat Universitas Muhammadiyah Semarang dengan ketentuan — ketentuan
dan syarat — syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Ruang yang Disewa

Pihak Pertama dengan ini setuju untuk menyewa ruang milik Pihak Kedua dan sebaliknya,
Pihak Kedua setuju untuk menyewakan ruangan tersebut kepada Pihak Pertama yang terletak
di dalam gedung rektorat Universitas Muhammadiyah Semarang, berada di sebelah kiri pintu
masuk, yang berukuran 3 m x 4 m atau seluasnya 12 m?, dipergunakan untuk ruangan kantor
kas, sebagian berdinding tembok dan partisi, lengkap dengan fasilitas air conditioner dan

listrik.



Pasal 2
Tujuan Penggunaan

Pihak Pertama akan mempergunakan ruang yang disewa tersebut sesuai dengan tujuannya,
yaitu untuk keperluan ruangan dan penempatan kantor kas.

Pasal 3
Jangka Waktu

I) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 01
November 2016 sampai dengan 01 November 2018 dan dapat diperpanjang kembali untuk
jangka waktu dan syarat — syarat yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.

2) Pihak Kedua berhak mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktunya
berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama
selambat — lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian kerja
sama yang dikehendaki Pihak Pertama.

3) Dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sewa menyewa ini berakhir, Pihak
Pertama harus mengkonfirmasikan secara tertulis kepada Pihak Kedua untuk
memperpanjang atau tidak jangka waktu sewa.

Pasal 4
Harga Sewa

Sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima dengan harga sewa sebesar Rp. 31.500.000.-
(Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, pajak
ditanggung Pihak Pertama.

Pasal 5
Cara Pembayaran

1) Harga sewa tersebut pada Pasal 4 perjanjian kerjasama ini akan dibayarkan sekaligus
selama2 (dua) tahun atau sebesar Rp. 31.500.000.- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu
rupiah) , pajak ditanggung Pihak Pertama.

2) Harga sewa tersebut pada Ayat | Pasal ini akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada
Pihak Kedua, sebelum ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak
dengan cara tunai atau melalui pemindahbukuan ke rekening Pihak Kedua.

3) Pembayaran tersebut harus dilengkapi berkas penagihan yang diserahkan oleh Pihak
Kedua yang terdiri dari kwitansi dalam rangkap 3 (tiga), asli bermeterai cukup.

Pasal 6
Kewajiban Pihak Pertama

1) Pihak Pertama wajib menggunakan ruangan yang disewa sesuai dengan tujuan /
penggunaan tersebut pada Pasal 2 perjanjian kerjasama ini.

2) Pihak Pertama selama jangka waktu sewa wajib memelihara, memperbaiki segala
kerusakan pada ruangan beserta fasilitasnya yang timbul akibat kesalahan dan atau
kelalaian Pihak Pertama serta melakukan perbaikan — perbaikan kecil sehari — hari.



Pasal 7
Jaminan Ketenteraman

Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama bahwa ruang yang disewakan selama masa persewaan
tersebut adalah menjadi hak Pihak Kedua, tidak disita, tidak digadaikan dan / atau dijaminkan
kepada pihak lain, tidak dalam keadaan sengketa serta belum disewakan kepada pihak lain
dan karenanya Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan / gugatan dari pihak manapun
atas ruangan yang disewa.

Pasal 8
Biaya — biaya

1) Biaya — biaya seperti biaya listrik, air dan telepon yang timbul akibat penggunaan oleh
Pihak Pertama selama jangka waktu kerja sama menjadi tanggungan Pihak Pertama.

2) Biaya — biaya yang terdiri dari listrik, air dan telepon dibebankan sebesar Rp. 200.000,-
(Dua ratus ribu rupiah) per bulan dan dibayarkan kepada UPT Pengembangan Usaha
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 9
Pajak

1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak — pajak lain serta pungutan ataupun tagihan
lainnya dari pemerintah sehubungan dengan kepemilikan tanah yang disewa sepenuhnya
menjadi tanggungan Pihak Kedua.

Pasal 10
Kewajiban Menyerahkan Kembali

Pada saat perjanjian kerjasama ini berakhir, Pihak Pertama wajib menyerahkan kembali
ruangan yang disewa dalam keadaan baik kepada pihak Kedua.

Pasal 11
Force Majeure

Apabila ruangan yang disewa rusak atau hancur seluruhnya karena bencana alam banjir,
gempa, angin topan, kebakaran, epidemi, pemberontakan, perang, huru — hara atau keadaan
memaksa (force majeure) lainnya, maka perjanjian kerjasama ini berakhir tanpa ada
kewajiban apapun yang harus dipenuhi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atau Pihak
Pertama akan membangun kembali tempat / ruangan tersebut dengan biaya Pihak Pertama
untuk jangka waktu yang masih tersisa.



Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan tentang penafSiran dan pelaksanaim perjanjian ini, kedua belah
pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan apabila musyawarah tidak tercapai, maka
akan diselesaikan melalui pengadilan.

Pasal 13
Addendum

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal — hal yang belum diatur atau belum cukup
diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian hari secara musyawarah oleh kedua
belah pihak serta akan dituangkan dalam perjanjian addendum yang merupakan bagian dan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 14
Domisili Hukum

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan yang
tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Semarang pada tanggal 11 bulan November tahun
2016 (11 — 11— 16),dibuat rangkap dua, masing — masing bermeterai cukup dan mempunyai
kekuatan pembuktian yang sama bagi masing — masing pihak.

Pihak Pertama, Pihak Kedua,
Direktur Utama Rektor
PT BPRS Artha Surya Barokah i

Retno ariyani, SE.




